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ABSTRAK 

Pembangunan sektor pertanian saat ini dihadapkan pada permasalahan kesejahteraan 

petani, untuk membantu petani pemerintah menyediakan subsidi pupuk sehingga dapat 

meringankan petani dalam mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau, agar semua 

petani terutama petani menengah ke bawah dapat mengakses pupuk tersebut. Pupuk bersubsidi 

merupakan pupuk yang dalam pengadaannya mendapatkan potongan biaya dari pemerintah 

dengan mekanisme dan pengawasan tertentu. 

Implementasi kebijakan terkait pendistribusian pupuk bersubsidi menghadirkan 

beberapa permasalahan. Masalah yang terjadi yaitu kesulitan mendapatkan pupuk karena 

langka, fluktuasi harga, dan penggunaan pupuk yang dilakukan oleh petani sering kali melebihi 

takaran. 

Penelitian ini difokuskan pada tiga rumusan masalah, yaitu Bagaimana Peraturan 

Kementerian Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 dan efektivitasnya di Kabupaten Tanah Laut 

dan Faktor-Faktor penyalahgunaan dan alokasi Pupuk Subsidinya. 

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis empiris, yang bersifat bersifat kualitatif. 

Populasi dan sampel penelitian adalah Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bidang Prasarana dan 

Sarana, Kepala Seksi Pupuk, Ketua Kelompok Tani, dan Petani mengenai testimonium de 

auditu sebagai alat bukti saksi di Kabupaten Tanah Laut. Teknik Pengumpulan data 

menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, Data-data yang diperoleh dalam 

penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif secara induktif. 
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